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ABSTRAKSI

Nama : Brianmay Genre Saputra
NIM 201810110311608
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberporn

Pembimbing : Tinuk Dwi Cahyani, S.H.,S.SHI.,M.Hum.,Ph.D.
Said Noor P., SH., MH.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberporn, Cyberporn merupakan
salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi secara online (dalam jaringan) dengan
memanfaatkan aspek utama dalam perkembangan teknologi digital, yaitu kemudahan
akses, kerahasiaan identitas, dan kecepatan distribusi informasi di dunia maya, tindak
pidana ini mengikut sertakan proses distribusi, penyimpanan, hingga produksi massal
konten-konten pornografi yang dapat diakses oleh siapapun melalui situs web, aplikasi
digital, maupun platform media sosial lainnya. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui
dan menganalisa penegakan hukum terhadap tindak pidana cyberporn. Adapun metode
yang digunakan dalam tulisan ini yaitu yuridis sosiologis dengan tekhnik pengumpulan
bahan studi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Adapun kesimpulan dan
saran dari penulisan ini bahwasanya kepatuhan masyarakat dan disiplin tergantung dari
pribadi yang masing-masing individu. Menurut penulis faktor dari masyarakat di
sekitar wilayah Kabupaten Blitar belum memiliki kesadarannya untuk mematuhi
peraturan perundang-undangan masih sangat kurang dan menjadi penghambat
pelaksanaan efektivitas penegakan hukum di wilayah Polres Blitar. Sebaiknya untuk
pemberlakuan sosialisasi dan pengawasan dilakukan di setiap daerah terpelosok karena
masih banyaknya masyarakat yang masih awam tentang apa aitu UU ITE dan ap aitu

yang dimaksud dengan cyberporn.

Kata Kunci : Tindak Pidana Cyberporn, Penegakan Hukum.
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ABSTRACTION

Name : Brianmay Genre Saputra

NIM 201810110311608

Tittle : Law Enforcement Against Cyberporn Crimes
Adviser : Tinuk Dwi Cahyani, S.H.,S.SHI.,M.Hum.,Ph.D.

Said Noor P., SH., MH.

Law Enforcement Against Cyberporn Crimes, Cyberporn is a form of deviation
that occurs online (in the network) by utilizing the main aspects of the development of
digital technology, namely ease of access, confidentiality of identity, and speed of
information distribution in cyberspace, this crime involves the process of distribution,
storage, to mass production of pornographic content that can be accessed by anyone
through websites, digital applications, or other social media platforms. This paper
aims to find out and analyze law enforcement against cyberporn crimes. The method
used in this paper is sociological juridical with techniques for collecting study
materials interviews, observations, and documentation studies. The conclusions and
suggestions from this paper are that community compliance and discipline depend on
the individual. According to the author, the factor of the community around the Blitar
Regency area not having awareness to comply with laws and regulations is still very
lacking and is an obstacle to the implementation of effective law enforcement in the
Blitar Police area. It would be better if the implementation of socialization and
supervision was carried out in every remote area because there are still many people

who are still unfamiliar with what the ITE Law is and what is meant by cyberporn.

Keywords : Cyberporn Crime, Law Enforcement.
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